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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. 
Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan di Polres Langkat dibangun melalui pemeriksaan terhadap unsur subjek, perbuatan mengemudikan kendaraan, bentuk kelalaian, akibat yang ditimbulkan, hubungan sebab-akibat, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan. Dalam perkara tanggal 24 Januari 2025, identitas pengemudi, kendaraan Honda Vario BK 3478 PBN, terjadinya benturan dengan pejalan kaki, dan akibat meninggal dunia telah memiliki dasar faktual. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana tidak boleh disimpulkan hanya dari akibat. Penyidik harus menunjukkan bentuk konkret kurang hati-hati dan kesempatan pengemudi untuk mencegah benturan. Hasil wawancara dengan kedua narasumber memperlihatkan bahwa konstruksi perkara dibangun melalui persesuaian antara keterangan, hasil olah tempat kejadian, kondisi kendaraan, dokumen medis, dan gelar perkara.

2. Pembuktian unsur kelalaian berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan melalui rangkaian fakta yang saling berhubungan. Indikatornya meliputi kecepatan, jarak pandang, waktu reaksi, konsentrasi, tindakan pengereman atau menghindar, kondisi jalan dan cuaca, keadaan kendaraan, posisi serta perilaku korban, dan kepatuhan terhadap kewajiban berlalu lintas. Keterangan saksi dan pengemudi harus diuji dengan foto, sketsa, titik benturan, jejak, kerusakan kendaraan, serta bukti medis. Akibat meninggal dunia juga harus dihubungkan dengan luka akibat benturan. Dalam perkara yang diteliti, perbedaan perkiraan kecepatan dan belum terincinya jarak pandang serta waktu reaksi merupakan bagian yang membutuhkan pendalaman, sehingga culpa harus dirumuskan dalam tindakan konkret yang seharusnya dilakukan pengemudi, bukan hanya disimpulkan dari terjadinya kecelakaan.

3. Kendala yuridis dan praktis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana meliputi sifat terbuka konsep kelalaian, kesulitan membedakan kecelakaan yang tidak dapat dihindari dari kecelakaan akibat kurang hati-hati, perubahan tempat kejadian, hilangnya jejak, keterbatasan rekaman kamera dan alat ukur, saksi yang terbatas atau berbeda keterangan, keterlambatan dokumen medis, serta koordinasi antarinstansi. Kendala tersebut diatasi melalui respons cepat, dokumentasi sistematis, pemeriksaan tambahan, persesuaian bukti, gelar perkara, koordinasi dengan rumah sakit dan penuntut umum, pelatihan, serta peningkatan sarana. Perdamaian dapat mendukung pemulihan hubungan para pihak, tetapi tidak otomatis menghentikan perkara yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, kualitas pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan norma, bukti, dan prosedur secara objektif.
B. 
Saran

1. Polres Langkat disarankan menggunakan lembar analisis unsur Pasal 310 yang memuat unsur pasal, fakta yang mendukung, alat bukti, fakta yang meringankan, dan tindak lanjut pemeriksaan. Lembar tersebut dapat membantu mencegah kesimpulan kelalaian yang terlalu umum dan memudahkan pengawasan berjenjang. Satuan lalu lintas juga perlu memperkuat kemampuan dokumentasi tempat kejadian melalui pelatihan berkala, kamera yang memadai, alat ukur, penandaan titik, pemeriksaan kondisi rem, ban, lampu, dan kemudi, serta penyimpanan data digital. Dalam perkara yang kompleks, penggunaan ahli rekonstruksi kecelakaan atau ahli kedokteran forensik perlu dipertimbangkan agar hubungan antara tindakan pengemudi dan akibat dapat dijelaskan secara lebih meyakinkan.

2. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan disarankan memiliki jalur koordinasi yang jelas untuk permintaan visum, rekam medis, dan keterangan sebab kematian tanpa mengabaikan kerahasiaan pasien. Penyidik dan penuntut umum perlu membangun komunikasi profesional sejak awal untuk perkara yang memiliki persoalan teknis atau hubungan kausal yang kompleks. Pemerintah daerah dan pengelola jalan juga perlu memperbaiki penerangan, marka, fasilitas penyeberangan, serta titik rawan kecelakaan. Masyarakat hendaknya segera menolong korban dan melapor tanpa mengubah tempat kejadian lebih dari yang diperlukan untuk keselamatan; apabila kendaraan atau benda harus dipindahkan, posisi awal sebaiknya didokumentasikan terlebih dahulu.

3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah perkara dan narasumber agar dapat membandingkan pola pembuktian culpa dalam berbagai jenis kecelakaan, termasuk kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat, pejalan kaki, dan kondisi jalan yang berbeda. Pengembangan hukum juga perlu diarahkan pada pedoman pembuktian kelalaian yang tetap fleksibel tetapi menyediakan indikator minimum, yaitu visibilitas, kecepatan, jarak reaksi, tindakan pengemudi, kondisi kendaraan, perilaku pengguna jalan lain, dan kausalitas medis. Pedoman tersebut tidak boleh menciptakan praduga bersalah terhadap pengemudi, melainkan harus membantu penyidik melakukan penilaian yang konsisten, transparan, dan dapat diuji.
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